
Halaman 1 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, perlu menyesuaikan perubahan alokasi, penggunaan, dan 

penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ; 

Menimbang 

BUPATI NGADA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI NGADA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

BUPATI NGADA 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

v 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah 
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/Keuda tentang Hasil 
Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan 
keuangan terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah, B2LPS, Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana dan FPM dan Dana Insentif Daerah, perlu menyesuaikan pengalokasian; 

c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/624/Keuda tentang Pemberian 
Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran 2021, perlu menyesuaikan alokasi anggaran pada sub rincian objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

d. bahwa dengan digunakannya alokasi anggaran belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan bencana alam tanah longsor di beberapa wilayah di Kabupaten Ngada dan 
untuk kebutuhan penanganan Covid-19, perlu penambahan alokasi dana tidak terduga; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2020 tentang 

Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

lj 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

" 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

,, 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 525); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor B.KEUDA. 900.990/268/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Seri E Nomor 1);. 
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Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 842.918.636.973 (delapan ratus empat puluh dua 

rniliar sembilan ratus delapan belasjuta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber 

dari: 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 3 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 56 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 4); 

26. Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 58); 

lj 
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(1) Anggaran Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.205.551.668 (lima 
puluh lima miliar dua ratus limajuta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 7.619.601.150 (tujuh miliar enam 
ratus Sembilan belas juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.906.482.300 (empat miliar sembilan 
ratus enamjuta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 1.138.109.192 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 41.541.359.026 (empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratu lima puluh sembilan ribu dua puluh 
enam rupiah). 

Pasal 4 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

., 
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(1) Anggaran pajak daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.619.601.150 (tujuh rnilyar 
enarn ratus sernbilan belas juta enarn ratus satu ribu seratus lirna puluh rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak hotel Rp.235.185.100 (dua ratus tiga puluh lirnajuta Seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah); 
b. Pajak restoran Rp. 627.516.050 (enarn ratus dua puluh tujuhjuta lirna ratus enarn belas ribu lirna puluh rupiah); 
c. Pajak hiburan Rp. 7.500.000 (tujuhjuta lirna ratus ribu rupiah); 
d. Pajak reklarne Rp.117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah); 

e. Pajak penerangan jalan Rp.1.512.400.000 (satu rnilyar lima ratus dua belas juta em.pat ratus ribu rupiah); 
f. Pajak mineral bukan logarn dan batuanRp.1.400.000.000 (satu rnilyar em.pat ratus juta rupiah); 
g. Pajak burni dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 3.400.000.000 (tiga rnilyar em.pat ratus juta rupiah); dan 
h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). 

(2) Anggaran retribusi daerah sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.906.482.300 (em.pat miliar 
sernbilan ratus enarn juta em.pat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas : 

a. Retribusi jasa um.urn Rp. 2.030.309.300 (dua rnilyar tiga puluh juta tiga ratus sernbilan ribu tiga ratus rupiah); 
b. Retribusijasa usaha Rp. 2.676.173.000 (dua rnilyar enarn ratus tujuh puluh enarnjuta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); 

dan 

c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 200.000.000(dua ratusjuta rupiah); 

(3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 1.138.109.192 (satu rnilyar seratus tiga puluh delapan juta seratus sernbilan ribu seratus sernbilan puluh dua 
rupiah), yang terdiri atas: 

Pasal 5 

3. Ketentuan huruf i ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

., 
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a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 
Rp. 838.109.192 (delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah); dan 

b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 
Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 

(4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 41.541.359.026 (empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh 
enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 2.700.000 (duajuta tujuh ratus ribu rupiah); 
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.160.803.500 (seratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus 

rupiah); 
c. Jasa Giro Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); 
d. Pendapatan Bunga Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah); 
e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 10.771.541.006 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh 

satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam rupiah); 

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); 
g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 20.000.000 (dua puluhjuta rupiah); 

h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp. 69.270.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

i. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 4.200.000 (empatjuta dua ratus ribu rupiah) 
J. Pendapatan BLUD Rp. 18.850.000.000 (delapan belas milyar delapan ratus lima puluhjuta rupiah; dan 
k. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

Rp. 5.656.844.520 (lima milyar enam ratus lima puluh enamjuta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh 
rupiah). 

•• 
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(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar sebesar 
Rp. 754.312.144.000 (tujuh ratus lima puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), 
yang terdiri atas: 

a. Dana Perirnbangan Rp. 623.509.947.000 (enam ratus dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus empat 
puluh tujuh ribu rupiah); dan 

b. Dana Insentif Daerah Rp. 20.041.970.000 (dua puluh milyar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) 
c. Dana Desa Rp. 110.760.227.000 (seratus sepuluh milyar tujuh ratus enam puluhjuta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). 

Pasal 7 

5. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 783.362.833.305 (tujuh ratus 
delapan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh duajuta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah; 

(2) Pendapatan transfer pernerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.312.144.000 
(tujuh ratus lima puluh em pat milyar tiga ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.859.589.305 (tiga 
belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah). 

Pasal6 

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

., 
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(1) Anggaran belanja operasional sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.536.026.089.574 (lima 

ratus tiga puluh enam milyar dua puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh em pat rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

Pasal 9 

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 849.692.285.940 (delapan ratus empat puluh 

sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang 

terdiri atas : 

a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

Pasal 8 

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar sebesar 

Rp. 13.859.589.305 (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus 

lima rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil. 
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(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.135.977.549.870 (seratus tiga 

puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah; 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 

Pasal 10 

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

d. Belanja su bsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.556.245.414 (tiga ratus milyar lima 

ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu em pat ratus empat belas rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.206.678.625.182 (dua ratus 

enam milyar enam ratus tujuh puluh delapanjuta enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp O (nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp O (nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.347.168.978 (sepuluh milyar tiga ratus 

em pat puluh tujuh juta Seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.444.050.000 (delapan belas 

milyar em pat ratus em pat puluh em pat juta lima puluh ribu rupiah). 
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Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.21.469.331.364(dua puluh 

satu milyar empat ratus enam puluh sembilanjuta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). 

Pasal 11 

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

e. Belanja modal asset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.149.094.249 (tiga milyar seratus 

empat puluh sembilanjuta sembilan pulu empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.672.014.524 (dua 

puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh duajuta empat belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah); 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.102.124.499 

(tiga puluh tiga milyar seratus duajuta seratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah); 

(5) Belanja modaljalan,jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.812.458.598 

(enam puluh empat milyar delapan ratus dua belas juta em pat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan 

rupiah); dan 

(6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.241.858.000 (lima 

milyar dua ratus em pat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). 
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Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 6.773.648.967 (enam milyar tujuh ratus tujuh 

puluh tiga juta enam ratus em pat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas : 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.155.403.806.303 (seratus 

lima puluh lima milyar empat ratus tigajuta delapan ratus enam ribu tiga ratus tiga rupiah). 

a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan 

b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. 

(2} Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.110.760.227.000 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh 

ribu rupiah); dan 

(3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 44.643.579.363(empat puluh empat milyar enam ratus empat puluh tigajuta lima ratus tujuh puluh 

sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). 

Pasal 12 

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.945.189.973 
(enam belas milyar sembian ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga 
rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman daerah; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp.16.945.189.973 (enam belas milyar sembian ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu 
sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf b direncanakan sebesarRp.0,00 (nol rupiah). 
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 

(nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 
{nol rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

Pasal 14 

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

" 
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Uraian lebih lanjut tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

Pasal 21 

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar 
Rp. (6.773.648.967) (minus enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tigajuta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus 
enam puluh tujuh rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 
Rp. 6.773.648.967 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tigajuta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam 
puluh tujuh rupiah). 

Pasal 20 

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 16.945.189.973 (enam belas milyar sembian ratus empat puluh limajuta seratus delapan puluh sembilan 
ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). 

Pasal 15 

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

., 
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Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, danBesaran Bantuan Sosial; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat 
khusus; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan 
Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; dan 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan 
Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 

10. Lampiran X 

9. Lampiran IX 

8. Lampiran VIII 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 

3. Lampiran III 
4. Lampiran IV 
5. Lampiran V 

2. Lampiran II 

1. Lampiran I 

.. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 18 

THEODOSIUS 

Diundangkan di Bajawa 
pada tanggal 3 J uni 2 21 

~ SEKRETA KABUPATEN NGADA,~ 

Ditetapkan di Bajawa 
pada tanggal 3 Juni 2021 

~BUPA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Ngada. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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